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Pendahuluan

Tanah memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran bagi
masyarakat, serta menjadi salah satu sumber daya utama di Indonesia. Selain memiliki nilai
spiritual, tanah juga memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan yang semakin beragam
dan meningkat baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia, sebagai negara yang kaya
akan budaya dan sumber daya alam, menarik minat warga negara asing (WNA) untuk melakukan
usaha di Indonesia (Budiarto, 2018). Hubungan hukum antara warga negara Indonesia (WNI) dan
warga negara asing (WINA), serta semua peraturan yang berkaitan dengan penguasaan hak atas
tanah diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Sumardjono, 2007). Dimana
tentunya, terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi kepemilikan dan penguasaan tanah di
Indonesia bila dibanding negara lain, yang mungkin menimbulkan tantangan tersendiri bagi para
WNA dalam pemahaman dan pelaksanaannya.

Secara formal dari segi hukum, WNA tidak diizinkan memiliki tanah dengan status Hak
Milik (Kolopaking, 2021). Namun, praktik yang terjadi baru-baru ini di Bali, khususnya di daerah
Kabupaten Gianyar. Daerah ini merupakan daerah ramai wisatawan dan terdapat berbagai jenis
usaha seperti rumah makan, dan perhotelan adalah dimana warga negara asing menyewa tanah di
Indonesia dari pemilik lokal dengan waktu tertentu dan kondisi yang disepakati oleh keduanya.
Meskipun telah ada perjanjian sewa yang disetujui oleh kedua belah pihak, tetap saja pada
praktiknya masih terdapat beberapa ketidakpastian yang membuat para pihak merasa khawatir.
Sebagai contoh, seorang pengusaha asal Belgia, Nyonya Issabelle maria christiana hardeman,
pemilik usaha perhotelan di daerah Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali.
Perusahaan yang dirikannya merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di
Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya Nyonya
Issabelle maria christiana hardeman menyewa sebidang tanah kepada warga lokal Bali dengan
petjanjian sewa yang mengizinkannya untuk membangun area perhotelan sebagai bagian dari usaha
yang dijalankannya. Meskipun telah adanya perjanjian, masih ada kekhawatiran terkait dengan
pemahaman yang kurang mengenai penggunaan tanah oleh warga negara asing melalui petjanjian
sewa, seperti batasan waktu sewa yang diizinkan menurut hukum Indonesia, perpanjangan sewa,
dan dampak hukum bagi kedua belah pihak, serta bangunan yang berada diatas tanah hak milik
jika perpanjangan sewa tidak tercapai. Oleh karena itu, jurnal ini disusun untuk menjawab
pertanyaan- pertanyaan tersebut berdasarkan hukum yang betlaku di Indonesia guna memberi
pemahaman lebih atas pelaksanaan penguasaan tanah bagi warga negara asing dalam
mengembangkan usaha di Pulau Bali serta seluruh wilayah Indonesia lainnya.

Metode

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif
(Tan, 2021) dengan pendekatan pendekatan perundang- undangan (statute approach), hal ini
dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum
yang akan dibahas dalam artikel ini. Pendekatan ini terdiri dari pengujian prinsip-prinsip hukum
positif yang terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan seperti Kitab Undang-Undang Perdata
dan UU No. 5 Tahun 1960 Terkait Peraturan Pokok-Pokok Agraria, KUH Perdata khususnya
mengenai petjanjian sewa. Kemudian data tersebut lalu dianalisis melalui metode penafsiran
sistematis.
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Pembahasan

Penguasaan Hak atas Tanah oleh Warganegara Asing

Hak atas tanah adalah hak yang melekat dan tidak dapat dihapuskan begitu saja. Dasar
hukum mengenai hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa
berdasarkan hak menguasai tanah oleh Negara, ada berbagai jenis hak atas tanah yang dapat
diberikan kepada individu atau badan hukum baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain. Hak-hak atas tanah tersebut mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil
hutan (Sari, 2020).

Secara garis besar, regulasi tentang penguasaan tanah oleh WNA yang tinggal di Indonesia
diatur dalam Pasal 42 dan 45 UUPA yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia
dibatasi pada beberapa jenis hak tertentu, seperti Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara (Sari, 2020).

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan
mengambil hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau hak milik orang lain (Sappe et
al., 2021). Hak ini diberikan dengan wewenang dan kewajiban yang telah ditentukan dalam
keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang, baik melalui perjanjian dengan pemilik
tanahnya, asalkan tidak bertentangan dengan UUPA. Hak pakai dapat diberikan kepada warga
negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, serta
badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

Pasal 44 ayat (1) mengatur tentang Hak sewa untuk bangunan, yang merupakan hak bagi
WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang berdomisili di Indonesia, dan badan hukum asing yang
memiliki perwakilan di Indonesia, untuk mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah milik
orang lain dengan membayar sewa tertentu dalam jangka waktu yang disepakati oleh pemilik tanah
dan pemegang hak sewa (Muryani, 2021).

Pasal 35 UUPA menjelaskan tentang Hak guna bangunan, yang merupakan hak untuk
mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam jangka waktu
maksimal 30 (tiga puluh) tahun, yang kemudian dapat diperpanjang selama 20 tahun. Pasal 28 ayat
(1) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang Hak Guna Usaha,
yang merupakan hak untuk mengelola tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan
Perusahaan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal
53 UUPA, Hak atas Tanah yang bersifat sementara mencakup hak gadai atas tanah, hak usaha bagi
hasil, hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian (Antari et al., 2019).

Hak sewa untuk bangunan sebagai alternatif penguasaan tanah oleh warga negara asing dan
ketentunan mengenai jangka waktu sewanya

Berdasarkan asas nasionalitas yang terkandung dalam UUPA, pada dasarnya membedakan
penguasaan hak atas tanah antara subjek hukum Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing (Rokilah1, 2018). Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia hanya diizinkan memiliki
hak atas tanah melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui hak sewa untuk bangunan
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUPA. Hak sewa untuk bangunan merupakan Tindakan
hukum dimana pemilik tanah yang merupakan Warga negara Indonesia menyerahkan tanah
miliknya untuk disewakan kepada individu atau badan hukum dalam keadaan kosong, yang
kemudian penyewa tersebut memiliki hak yuridis atas bangunan yang didirikannya di atas tanah
tersebut (Ganindra & Kurniawan, 2017).

Lebih lanjut, UUPA tidak secara spesifik mengatur mengenai jangka waktu sewa tanah
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untuk bangunan (Santoso, 2018). Jangka waktu sewa tanah untuk bangunan disepakati berdasarkan
kesepakatan antara pemilik hak atas tanah dan pihak yang menyewa dalam perjanjian sewa
menyewa tanah (Pandamdari & Pidano, 2019). UUPA hanya menetapkan aturan terkait masa
berlaku hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai. Sebagai hasilnya, tidak
ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai durasi sewa untuk bangunan dalam UUPA
atau regulasi yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah. Jika dilihat dari Pasal 1548
KUHPerdata, sewa menyewa dijelaskan sebagai “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama
waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir
itu...”.

Perjanjian Sewa sebagai dasar Penguasaan Tanah di Indonesia oleh WNA

Van Dunne mendefinisikan perjanjian sebagai suatu ikatan hukum antara dua pihak atau
lebih yang dibangun atas dasar kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum (Salim, 2021). Teori
ini tidak hanya menekankan pada perjanjian sebagai entitas tunggal, tetapi juga
mempertimbangkan tindakan sebelumnya atau yang menjadi dasarnya. Menurut teori ini, terdapat
tiga tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu tahap pra-kontraktual, di mana terjadi
penawaran dan penerimaan, tahap kontraktual, di mana terjadi kesesuaian antara pernyataan
kehendak para pihak, dan tahap post- kontraktual, di mana perjanjian dilaksanakan.

Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat
setara dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, jika sebuah perjanjian sah, maka kekuatannya
untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat sebanding dengan kekuatan undang-undang. Artinya,
sebuah perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk sahnya petjanjian.
Sebaliknya, jika sebuah perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan
hukum untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat (Turagan, 2019).

Berdasarkan ketentuan dan teori tersebut, dalam perjanjian sewa, kedua belah pihak
memiliki kebebasan untuk menentukan jangka waktu sewa sesuai dengan kesepakatan yang mereka
inginkan. Prinsip ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, di mana orang dapat membuat
perjanjian dengan isi apa pun selama tidak melanggar undang-undang, moral, dan ketertiban
umum. Fleksibilitas ini dianggap menguntungkan bagi investor asing, karena pihak- pihak dapat
menetapkan masa sewa yang lebih panjang daripada jangka waktu yang melekat pada jenis-jenis
hak penguasaan tanah lainnya seperti HGU, HGB, dan hak pakai.

Unsur-unsur dalam sebuah perjanjian memiliki peran yang berbeda dalam menentukan
keabsahan petjanjian itu sendiri. Dalam petjanjian terdapat tiga unsur yakni, unsur esensial, natural,
dan aksidental. Unsur esensial merupakan bagian yang fundamental dan sangat penting dalam
suatu perjanjian. Unsur ini menjadi dasar atau inti dari perjanjian itu sendiri. Kehadiran unsur
esensial adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diabaikan dalam pembentukan perjanjian. Jika unsur
esensial tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Misalnya,
dalam perjanjian sewa menyewa, unsur esensialnya adalah objek sewa, harga sewa, dan jangka
waktu sewa (Harahap, 2020). Unsur natural dalam sebuah perjanjian adalah bagian- bagian yang
timbul secara otomatis atau secara logis dari keberadaan perjanjian tersebut. Unsur ini tidak diatur
secara khusus dalam perjanjian tetapi muncul secara alami sebagai konsekuensi dari kesepakatan
para pihak. Unsur aksidental adalah bagian-bagian dalam perjanjian yang sifatnya tambahan atau
pelengkap. Unsur ini tidak mutlak diperlukan untuk keabsahan perjanjian, namun dapat menjadi
bagian penting dalam mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.
Contohnya, dalam perjanjian sewa menyewa, unsur aksidentalnya bisa berupa ketentuan-ketentuan
tambahan mengenai perawatan properti atau tanggung jawab pihak-pihak terhadap kerusakan yang
terjadi selama masa sewa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata, jangka waktu sewa merupakan salah satu
unsur esensial dalam perjanjian sewa menyewa (Gozali, 2021). Berdasarkan Pasal 1570 dan 1571
KUHPerdata, penentuan waktu dalam perjanjian sewa harus mengikuti kebiasaan yang berlaku,
dan waktu yang ditentukan haruslah jelas dan pasti, seperti contohnya untuk satu jam, satu hari,
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satu minggu, atau satu tahun Ketentuan Perpanjangan Perjanjian sewa tanah untuk bangunan dan
akibat hukumnya

Perjanjian sewa umumnya dapat diperpanjang jika pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini
adalah pemilik tanah dan penyewa, setuju untuk melanjutkan kontrak sewa. Perpanjangan biasanya
didokumentasikan dalam bentuk addendum atau perjanjian tambahan yang menguraikan syarat-
syarat perpanjangan, seperti durasi tambahan, biaya sewa tambahan, dan syarat- syarat lainnya.

Namun ketentuan perpanjangan perjanjian sewa juga dapat ditentukan lebih awal sejak
perjanjian sewa dibuat. Seperti pada kontrak perjanjian sewa tanah antara Nyonya Issabelle maria
christiana hardeman dengan warga lokal Bali. Dimana ketentuan mengenai perpanjangan
perjanjian sewa atas sebidang tanah yang disewa oleh Nyonya Issabelle maria christiana
hardeman untuk membangun perhotelan sebagai bagian dari usahanya tersebut telah dimuat
secara rinci didalam naskah perjanjian sewa yang sama, yang ketentuannya memuat hal-hal sebagai
berikut:

Perpanjangan Pertama dalam jangka waktu 25 (dua lima) tahun masa sewa berjalan atau
selambat-lambatnya pada tanggal 24-05-2049 (Dua puluh empat mei tahun dua ribu empat puluh
sembilan) untuk perpanjangan selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan harga perpanjangan yang
sama dengan Akta ini yaitu sebesar Rp xxx.

Perpanjangan kedua selama 15 (lima belas) tahun kedepan dengan nilai harga pasaran tanah
pada saat itu dengan menggunakan 3 (tiga) jasa Agent Property yang independen untuk
menentukan harga pasaran tanah pada saat itu.

Untuk perpanjangan kedua, Pihak kedua sudah memberikan niatnya untuk
memperpanjangan selambatnya 1 (satu) tahun sebelum sewa menyewa ini berakhir. Dalam hal
perpanjangan sewa terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak,
yakni.

Pertama Perpanjangan sewa harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua
belah pihak harus sepakat untuk melanjutkan kontrak sewa. Hal ini sesuai dengan syarat penting
kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kedua, ketika kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang sewa, disarankan untuk
menyusun petjanjian perpanjangan tertulis yang menguraikan syarat-syarat perpanjangan, termasuk
jangka waktu tambahan dan biaya sewa.

Ketiga, perpanjangan biasanya memiliki jangka waktu, sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata, jangka waktu merupakan salah satu unsur esensial dalam
petjanjian sewa menyewa.

Hal terakhir yang menjadi salah satu khekawatiran bagi pemegang hak sewa tanah untuk
bangunan adalah kondisi Dimana di mana terjadi penolakan dari pihak pemilik tanah untuk
melanjutkan perpanjangan perjanjian sewa tersebut, pertanyaan besar yang timbul adalah
bagaimana status hukum bangunan yang telah dibangun diatas tanah sewaan tersebut.

Dalam sebuah petjanjian dikenal adanya beberapa asas, yakni yang

Pertama, Asas Pacta Sun Servanda (Jamil & Nury & Rumawi, 2020), dimana Semua
perjanjian yang dibuat secara sah itu mengingat dan memiliki kekuatan hukum, sehingga wajib
untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan pelaksanaanya.

Kedua, adalah Asas Itikad Baik, didalam hukum perjanjian itikad baik dapat ditafsirkan
bahwa semua petjanjian harus sesuai dengan itikad baik yang digunakan untuk membatasi dan
meniadakan suatu perjanjian (Sinaga, 2021).

Ketiga, adalah Asas Kepatutan, dimana Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal
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yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang jadi setiap perjanjian harus
mengandung unsur- unsur kebiasaan dan kepatutan. Serta, Asas keseimbangan dapat dimaknai
sebagai keseimbangan posisi dari para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Di dalam suatu
perjanjian yang timbal balik kedudukan para pihak harus seimbang didalam menentukan hak dan
kewajibannya (Sinaga, 2018). Adanya kewajiban para pihak untuk mematuhi dan menyelesaikan
segala ketentuan dalam perjanjian sewa tersebut, kegagalan dalam mematuhi dan menyelesaikan
baik sebagian atau seluruhnya dari perjanjian sewa tersebut, dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
Dalam kasus pelanggaran tersebut, pihak yang melanggar harus mengganti kerugian yang timbul
akibat pelanggaran tersebut. Konsekuensi dan sanksi atas pelanggaran kontrak diatur secara rinci
dalam Pasal 1239 KUHPerdata dimana disebutkan bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu,
atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya,
kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Berdasarkan peraturan tersebut, jika pemilik tanah menolak untuk melakukan perpanjangan
sewa sebagaimana yang tersebut dalam naskah perjanjian yang telah disepakati, schingga
menimbulkan akibat kerugian karena penyewa tidak dapat melanjutkan usahanya maka pihak
penyewa berhak meminta penggantian biaya ataupun kerugian yang ditimbulkan atas tidak
terlaksananya perpanjangan sewa tanah tersebut.

Tindakan dimana salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan petjanjian asalnya, dikenal sebagai Wanprestasi. Istilah ini
bersumber dari bahasa Belanda, yakni "Wamprestatie", yang mengindikasikan ketidakpenuhan
terhadap prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu
kontrak, baik itu berasal dati perjanjian atau timbul karena ketentuan hukum (Bakarbessy et al.,
2018). Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam kasus wanprestasi, pentingnya somasi atau surat perintah sangat terasa. Wanprestasi
terjadi ketika salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajibannya
sesuai dengan yang telah disepakati. Konsep ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa salah satu pihak dapat dianggap lalai setelah
menerima surat perintah atau somasi dari pihak yang dirugikan, atau jika batas waktu yang
ditetapkan telah lewat tanpa pemenuhan perjanjian. (Bakarbessy et al., 2018) Somasi ini berfungsi
sebagai peringatan kepada pihak yang melanggar perjanjian untuk memenuhi isi petrjanjian
tersebut. Jika somasi tidak diindahkan, maka pihak yang dirugikan dapat menyatakan terjadi
wanprestasi dengan mengirimkan surat kepada pihak yang melanggar petjanjian (pihak yang
wanprestasi).

Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, kreditur memiliki beberapa hak berdasarkan Pasal
1239 dan Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu:

Menuntut pemenuhan perikatan.

Menuntut ganti rugi.

Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
Menuntut pemutusan perikatan.

Menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Pasal 1239 KUHPerdata menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya-
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biaya yang termasuk:
Biaya (Kosten), yaitu biaya yang telah dikeluarkan.
Rugi (Schaden), yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur.

Bunga (Interessen), yaitu keuntungan yang akan didapatkan seandainya debitur tidak lalai
(winstdervening).

Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang melanggar perjanjian tersebut baru
dapat diwajibkan membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai. Oleh karena itu, pernyataan lalai
tidak hanya menetapkan terjadinya wanprestasi, tetapi juga menentukan hak-hak pihak yang
dirugikan dalam mengklaim ganti rugi. Dengan demikian, somasi atau surat perintah memainkan
peran krusial dalam menegakkan hak-hak hukum terkait dengan wanprestasi dalam hukum
perdata.

Hukum perdata di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pihak- pihak untuk membuat
perjanjian, termasuk perjanjian sewa tanah untuk pembangunan. Sesuai dengan ketentuan validitas
objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang
sah harus mencakup dasar yang sah, dengan kedua belah pihak yang setuju secara sukarela dan
paham terhadap syarat-syarat kontrak tersebut. Ini berarti pihak- pihak berhak menentukan klausul
-klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian sewa, termasuk klausul
yang mengatur status bangunan yang dibangun di atas tanah sewa ketika masa sewa berakhir.
Kondisi lainnya yang mungkin bisa terjadi dalam perjanjian sewa tanah adalah dimana tidak ada
ketentuan tertulis atau tidak dimuatnya ketentuan mengenai perpanjangan sewa dan/atau
mengenai status bangunan yang dibangun oleh penyewa diatas tanah hak milik setelah perjanjian
berakhir oleh para pihak dalam perjanjian yang sebelumnya disepakati. Dalam hal ini prinsip-
prinsip hukum Agraria Dasar Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
akan berlaku prinsip pemisahan horizontal diikuti oleh hukum adat dan Undang-Undang Pokok
Agraria, yang menyiratkan bahwa tanah dan semua yang terhubung dengannya dianggap sebagai
entitas yang terpisah.

Prinsip horizontal dalam konteks perjanjian sewa tanah mengacu pada pemisahan hak
kepemilikan tanah dengan apa yang dibangun atau ditanam di atasnya (Sekarmadji et al., 2022).
Dalam kasus di mana tidak ada ketentuan tertulis mengenai perpanjangan sewa atau status
bangunan yang dibangun oleh penyewa setelah perjanjian berakhir, prinsip horizontal ini akan
berlaku. Secara sederhana, prinsip ini menyiratkan bahwa hak atas tanah dan apa pun yang
dibangun di atasnya (bangunan, tanaman, dll.) dianggap sebagai dua entitas terpisah dalam hukum
agraria. Ini berarti bahwa meskipun seseorang memiliki hak atas tanah, itu tidak secara otomatis
memberi mereka hak atas bangunan yang dibangun oleh penyewa atau pihak lain di atas tanah
tersebut.

Dalam kasus ini, jika tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur perpanjangan sewa atau
status bangunan setelah perjanjian berakhir, prinsip horizontal akan menunjukkan bahwa tanah
dan bangunan adalah entitas yang terpisah. Artinya, saat perjanjian sewa berakhir, secara hukum,
pemilik tanah memiliki hak untuk memutuskan apa yang akan terjadi dengan tanah dan bangunan
tersebut secara terpisah. Mereka dapat memperpanjang sewa tanah, meruntuhkan bangunan, atau
mengambil alih bangunan tersebut, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan yang ada.

Namun, prinsip ini dapat disesuaikan dengan hukum adat dan regulasi agraria yang berlaku
di suatu daerah. Di Indonesia, kasus semacam ini tidak jarang terjadi, dan keputusan pengadilan
atas kasus serupa dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Sebagai contoh, dalam putusan
Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 112/Pdt.G/2016/PN.Gianyar, yang disahkan oleh Pengadilan
Tinggi Denpasar Nomor: 129Pdt/2017/PT. Denpasar dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:
1616K/Pdt/2018 ,disimpulkan bahwa bangunan yang dibangun tanpa hak atas tanah yang sah
harus dirobohkan atau tanah tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada pemilik yang
sah.
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Tentu saja, kondisi seperti ini bukanlah yang diharapkan pihak penyewa, mereka tidak akan
mau kehilangan hak dan manfaat atas bangunan yang telah mereka bangun tersebut begitu saja,
terlebih lagi bangunan tersebut merupakan tempat di mana usahanya berjalan, mereka sadar akan
risiko kerugian finansial yang mungkin timbul. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu
menyertakan klausa-klausa terkait perpanjangan sewa serta ketentuan mengenai status bangunan
yang dibangun diatas tanah hak milik setelah perjanjian sewa berakhir dengan jelas untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Simpulan

Bahwa hak atas tanah merupakan hak yang melekat dan diatur secara tegas dalam hukum
agraria Indonesia, yang didasarkan pada hak menguasai tanah oleh Negara. Pasal 4 ayat (1) Undang
-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat berbagai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan
kepada individu atau badan hukum, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Adapun
penguasaan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dibatasi
oleh regulasi, seperti Pasal 42 dan 45 UUPA, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Regulasi ini membatasi jenis-jenis hak tertentu yang dapat
dimiliki oleh WNA di Indonesia, seperti Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara. Diantara hak-hak
tersebut, terdapat Hak Pakai yang diberikan kepada berbagai entitas, termasuk WNA yang tinggal
di Indonesia, dengan syarat tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, terdapat pula Hak Sewa
untuk Bangunan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha yang memiliki ketentuan dan
batasan masing-masing dalam penggunaannya.

Bahwa berdasarkan prinsip nasionalitas yang diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria
(UUPA), penguasaan hak atas tanah dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing. Warga Negara Asing hanya diizinkan memiliki hak atas tanah melalui beberapa cara, salah
satunya melalui hak sewa untuk bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUPA. Meskipun
demikian, UUPA tidak secara spesifik mengatur durasi sewa untuk bangunan, sehingga durasi sewa
disepakati berdasarkan kesepakatan antara pemilik hak atas tanah dan pihak yang menyewa dalam
perjanjian sewa menyewa tanah. Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan kedua belah pihak
untuk menentukan jangka waktu sewa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka.
Penentuan jangka waktu sewa haruslah jelas dan pasti sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 dan
1571 KUHPerdata. Dalam perjanjian sewa, unsur esensial seperti objek sewa, harga sewa, dan
jangka waktu sewa merupakan hal yang fundamental dan harus terpenuhi agar perjanjian tersebut
sah menurut hukum.

Bahwa perjanjian sewa dapat diperpanjang apabila pihak-pihak terlibat, seperti pemilik tanah
dan penyewa, menyetujui untuk melanjutkan kontrak sewa tersebut, baik melalui addendum atau
perjanjian tambahan yang merinci syarat-syarat perpanjangan. Namun, perpanjangan sewa juga
dapat diatur sejak awal dalam perjanjian sewa itu sendiri, seperti dalam kasus perjanjian sewa tanah
antara Nyonya Issabelle maria christiana hardeman dengan warga lokal di Bali. Penting untuk
dicatat bahwa perpanjangan sewa harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak, dan disarankan untuk disusun dalam perjanjian tertulis yang menguraikan syarat-syarat
perpanjangan, termasuk jangka waktu tambahan dan biaya sewa. Dalam kasus pelanggaran
kontrak, terutama terkait dengan perpanjangan sewa, tindakan seperti wanprestasi dapat muncul.
Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian,
dan dalam hal ini, pentingnya somasi atau surat perintah menjadi krusial. Pasal-pasal dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hak-hak pihak yang dirugikan dalam
kasus wanprestasi, termasuk hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau
pemutusan perjanjian. Oleh karena itu, somasi atau surat perintah memainkan peran penting
dalam menegakkan hak-hak hukum terkait dengan perpanjangan sewa dan penyelesaian sengketa
kontrak.
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Bahwa, Dalam hukum perdata di Indonesia, petjanjian sewa tanah untuk pembangunan
memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan klausul-klausul yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban mereka, termasuk mengenai status bangunan yang dibangun di atas
tanah sewa setelah masa sewa berakhir. Prinsip horizontal yang mengacu pada pemisahan hak
kepemilikan tanah dengan apa yang dibangun di atasnya akan berlaku dalam kasus dimana tidak
ada ketentuan tertulis mengenai perpanjangan sewa atau status bangunan setelah perjanjian
berakhir. Hal ini menegaskan bahwa tanah dan bangunan dianggap sebagai dua entitas terpisah,
Artinya, saat perjanjian sewa berakhir, secara hukum, pemilik tanah memiliki hak untuk
memutuskan apa yang akan terjadi dengan tanah dan bangunan tersebut secara terpisah. Mereka
dapat memperpanjang sewa tanah, meruntuhkan bangunan, atau mengambil alih bangunan
tersebut, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan yang ada. Meskipun demikian, keputusan
pengadilan dalam kasus serupa dapat menjadi acuan hukum, seperti dalam putusan Pengadilan
Negeri Gianyar Nomor: 112/Pdt.G/2016/PN.Gianyar. yang menegaskan bahwa bangunan yang
dibangun tanpa hak atas tanah yang sah harus dirobohkan atau tanah harus dikembalikan kepada
pemilik yang sah. Dalam prakteknya, penting untuk menyertakan klausa-klausa terkait
perpanjangan sewa dan status bangunan dengan jelas dalam perjanjian untuk memberikan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
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